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TAJUK RENCANA

Jaringan Bermasalah, Ujian SKD Molor
Musti diantisipasi sajak samulo ko, jaan gara-
gara jaringan lelet indak konsen ujian.............!

Sampah tak Terkelola Capai 62,8 Ton
Relawan sampah kan lai banyak mah ndak
Sanak, atau giatkan gotong royong liak..........!

Jadikan Silek Kebanggaan Orang Minang
Anak-anak milenial ko paralu diaja silek ko mah,
tamasuak pandai basilek lidah........................!

G30S/TWK, Operasi Penyingkiran
Pegawai KPK oleh Negara

Objek Wisata Dibuka,
Tetap Waspada

SEIRING menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia,
pemerintah telah membuka kembali objek wisata. Namun
dengan aturan yang ketat dan wajib vaksin. Bukan hanya
itu, turis asing juga bakal diperbolehkan masuk, terutama
ke Pulau Bali, Oktober 2021 mendatang.

Pembukaan kembali objek wisata karena kasus Covid-
19 sudah menunjukkan tren penurunan beberapa pekan
ini. Pemerintah telah berhasil menurunkan angka penula-
ran virus, menekan angka ‘positivity rate’ hingga di bawah
5 persen. Selain itu menurunkan okupansi pasien di fasili-
tas kesehatan yang sempat mengalami krisis saat lonjakan
infeksi akibat varian Delta pada Juli lalu.

Dibukanya kembali tempat wisata disambut gembira
oleh masyarakat. Selama ini suntuk tak bisa ke mana-mana
karena adanya PPKM, kini bisa bepergian lagi. Menikmati
liburan ke tempat-tempat wisata bersama teman dan kelu-
arga.

Mereka yang bergerak di industri pariwisata juga ber-
semangat lagi. Usahanya bakal hidup lagi. Pedagang kulin-
er, tukang parkir, penjual cenderamata, angkutan umum di
seputar destinasi wisata kembali bergairah. Setelah berbu-
lan-bulan kehilangan penghasilan, masa-masa itu sulit
bakal berakhir. Asap dapur bakal mengepul lagi. Tak terkec-
uali travel agen, karena turis khusus untuk Pulau Bali di-
bolehkan masuk lagi.

Meski begitu, ini bukan berarti masa-masa kelam telah
berakhir. Saat ini kasus Covid-19 memang sudah turun, tapi
tidak ada jaminan tidak akan naik lagi. Karena itu, tetap
wajib mematuhi protokol kesehatan. Masuk objek wisata
kalau tak punya sertifikat vaksin tak bakalan diizinkan. Un-
tuk Jakarta dan sekitarnya, masuk objek wisata mesti men-
scan barcode aplikasi pedulilindungi. Tapi di Padang harus
memperlihatkan sertifikat vaksin.

Mungkin untuk persyaratan sertifikat vaksin bisa dikon-
trol, namun untuk protokol kesehatan apakah bisa terpan-
tau seluruhnya? Bisa jadi saat masuk pengunjung pakai
masker, namun setelah berada di dalam area objek wisata
melepas maskernya. Potensi berkerumun juga rawan ka-
lau tidak ada pantauan dan pengawasan.

Karena itu, butuh kesadaran pengunjung dan penga-
wasan yang ketat. Kalau ada yang melanggar jangan segan-
segan memberi sanksi. Tetap waspada jika ada lagi gelom-
bang ketiga setelah gelombang kedua di bulan Juli 2021 lalu.
Berkaca pada kejadian waktu itu, karena pemerintah mem-
buka keran arus mudik Lebaran setelah pelarangan saat
libur Lebaran.

Kebijakan untuk membuka pintu masuk bagi turis as-
ing juga mesti ada aturan yang ketat dan pertimbangan yang
matang. Sebab varian virus korona yang beragam datangn-
ya dari luar yang masuk ke Indonesia. Waspada varian
berikutnya, jangan sampai masuk lagi ke Tanah Air. (*)

Edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Upaya
dalam Mengatasi Permasalahan Gizi pada Balita

riode 1000 hari Pertama Kehidupan
atau disingkat 1000 HPK. Yang di-
maksud masa 1000 HPK adalah
masa 270 hari selama kehamilan
atau 9 bulan kehamilan ibu dan 730
hari pada dua tahun pertama ke-
hidupan anak. Masa 1000 HPK dika-
takan sebagai periode emas kehidu-
pan yaitu masa terjadinya pertum-
buhan dan perkembangan anak
yang cepat dimulai dari dalam kand-
ungan ibunya sampai anak tersebut
lahir dan berusia 2 (dua) tahun. Se-
hingga pada periode tersebut mem-
butuhkan makanan yang bergizi
tidak hanya dari segi mutu makan-
an yang dikonsumsi baik tapi juga
secara jumlah juga sesuai dengan
kebutuhan anak. Dampak yang akan
dialami anak adalah risiko stunting
pada usia berikutnya, kecerdasan
tidak optimal dan risiko mengalami
penyakit degeneratif seperti diabe-
tes mellitus dan penyakit jantung
pada usia dewasa.

Pendekatan perbaikan gizi pada
1000 HPK merupakan salah satu
strategi dalam mengatasi perma-
salahan gizi pada balita. Oleh kare-
na itu, dianjurkan kepada ibu hamil
untuk memenuhi kebutuhan gizin-
ya dengan baik, konsumsi makanan
bergizi yang cukup, sejumlah 2 kali
dari makanan yang biasa dikonsum-
si sebelum hamil dan mengkonsum-
si makanan yang bervariasi dan be-
ragam. Bayi yang tumbuh dan ber-
kembang dengan baik selama dalam

PERMASALAHAN gizi pada ba-
lita antara lain gizi kurang, kurus dan
stunting menunjukkan kecenderun-
gan peningkatan angka kejadian, ter-
utama stunting (pendek). Hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang
terakhir yaitu pada tahun 2018 me-
nunjukkan prevalensi pendek dan
sangat pendek pada balita sebesar
30,8% di Indonesia. Walaupun ang-
ka tersebut mengalami penurunan
dari Riskesdas sebelumnya (tahun
2013), namun angka stunting terse-
but masih tinggi dan dikategorikan
sebagai permasalahan kesehatan
masyarakat (diatas 20%). Angka
tersebut juga tidak jauh berbeda
dengan prevalensi stunting pada
balita di Provinsi Sumatera Barat.
Kecenderungan kejadian stunting
saat ini adalah balita stunting tidak
hanya banyak ditemui di daerah per-
desaan namun sekarang di daerah
perkotaan juga sudah mulai banyak
ditemukan kasus stunting. Hal ini
juga dipengaruhi oleh kondisi pan-
demi Covid-19 saat ini yang melan-
da Indonesia yang berdampak kepa-
da perekonomian masyarakat dan
ketersediaan pangan keluarga.

Penyebab permasalahan gizi
khususnya usia balita adalah multi-
faktor, tidak hanya penyumbang ter-
jadinya masalah ini dari faktor gizi
seperti asupan makanan yang ber-
gizi tidak terpenuhi dengan baik na-
mun faktor non gizi seperti lingkun-
gan yang kurang bersih, pendidikan
dan pengetahuan yang rendah sep-
erti faktor ekonomi turut berperan
terhadap permasalahan ini.  Faktor
asupan makanan yang bergizi tidak
terpenuhi terutama terjadi pada pe-

kandungan ibu dapat dilihat dari
berat badan badan dan panjang
badannya setelah dilahirkan memi-
liki status gizi yang baik, yaitu berat
badan lahirnya lebih dari 3,0 kg dan
panjang badan lahirnya lebih dari 48
cm.

Pola makan bagi bayi yang baru
lahir adalah bayi diberi Air Susu Ibu
(ASI) secara eksklusif atau tidak
diberi makanan lain hanya ASI sela-
ma 6 bulan, selanjutnya setelah bayi
berusia 6 bulan, bayi mulai diperke-
nalkan dengan Makanan Pendamp-
ing ASI atau MP-ASI dengan jenis
makanan yang sesuai dengan ke-
mampuan pencernaan bayi dan ber-
tambahnya usia bayi. Setelah anak
berusia 1 tahun mulai diperkenal-
kan dengan makanan yang biasa
dikonsumsi oleh orang dewasa. Di
samping itu, pemberian ASI tetap
dilanjutkan sampai anak berusia 2
tahun. Pemberian makanan yang
baik pada anak dapat dinilai dari sta-
tus gizi anak yang juga baik.

Hal ini dapat dilihat dari pertam-
bahan berat badan dan tinggi ba-
dannya meningkat sesuai dengan
usianya begitu juga perkembangan
motorik kasar dan halus anak sep-
erti kemampuan dalam berjalan dan
berbicara. Informasi gizi ini yang se-
baiknya terus disampaikan kepada
masyarakat terutama ibu akan pent-
ingnya periode 1000 HPK serta pola
makan yang baik diterapkan pada
periode tersebut selain menerapkan

Dr Azrimaidaliza, SKM, MKM
Dosen Jurusan Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

pola asuh lainnya seperti kesehatan,
psikososial dan kebersihan.

Penyampaian informasi men-
genai 1000 HPK kepada ibu-ibu dapat
dilakukan melalui kegiatan edukasi,
salah satunya di Posyandu. Hal ini ter-
lihat dari kegiatan pengabdian kepa-
da masyarakat yang penulis dan tim
pengabdi dari Jurusan Ilmu Gizi Fakul-
tas Kesehatan Masyarakat Universitas
Andalas lakukan pada hari Kamis tang-
gal 16 September 2021. Pada kegiatan
tersebut, diperoleh informasi bahwa
belum semua ibu memahami tentang
1000 HPK, apa dampak kekurangan
gizi selama 1000 HPK dan pola makan
yang baik dalam upaya memperbaiki
gizi anak. Penyuluhan dalam kelom-
pok kecil kepada ibu-ibu dilaksanakan
dengan tetap mengikuti protokol kese-
hatan adalah salah satu upaya dalam
meningkatkan pemahaman dan pe-
ngetahuan ibu selama pandemi Cov-
id-19.

Selain itu diberikan leafleat yang
memuat informasi tentang 1000
HPK agar ibu dapat membaca di ru-
mah dan diharapkan dapat men-
ingkatkan pola makan yang bergizi
dan sehat. Kegiatan pengabdian
yang penulis lakukan berjalan den-
gan cukup baik, walaupun belum
banyak ibu yang datang sesuai den-
gan target karena masih dalam kon-
disi PPKM. Melalui kerja sama den-
gan tenaga kesehatan salah satunya
di Puskesmas Lapai dan komunika-
si yang baik dengan kader Posyandu
diharapkan kegiatan edukasi terse-
but dapat dilaksanakan pada kegia-
tan Posyandu berikutnya dengan
sasaran kegiatan pengabdian yang
lebih luas. (*)

SETIAP tahun, pada 30 Septem-
ber menjadi peringatan penting atas
kekejaman Partai Komunis Indone-
sia (PKI) pada 1965. Dalam sebuah
film propaganda yang dibuat rezim
orde baru, digambarkan penculikan
dan pembantaian terhadap sejum-
lah jenderal dan perwira Tentara
Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa
kelam ini pun dikenal dengan G30S/
PKI.

Apa hubunganya dengan pe-
gawai Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK)? peristiwa itu tentu tak
ada hubungannya sama sekali. Na-
mun, 30 September bisa memberi-
kan alternatif peringatan penting
lainnya atas apa yang terjadi di In-
donesia. Tanggal itu dipilih oleh KPK
untuk menjadi hari terakhir bagi 57
pegawai yang tidak lolos tes wa-
wasan kebangsaan (TWK) untuk
bekerja.

Sebelumnya, batas waktu terse-
but adalah 1 November. Itulah kena-
pa, Giri Suprapdiono, pegawai KPK
yang menjadi korban pemecatan,
mensinyalir tanggal tersebut senga-
ja dipilih untuk membentuk persep-
si negatif. Hal ini dinilai sangat ke-
jam, sebab pemecatan ini bersa-
maan dengan hari pemberontakan
yang dilakukan PKI 56 tahun silam.

Padahal faktanya, selama bela-
san tahun mengabdi di KPK, para
pegawai yang tak lolos TWK konsis-
ten dalam berjuang memberantas
korupsi. Membersihkan negara dari
praktik culas yang dilakukan para
garong duit rakyat. Mereka me-
wakafkan hidupnya untuk merah
putih karena resiko tugasnya tidak
main-main. Ada yang diancam di-
bunuh, ada yang ditabrak hingga
mengalami luka-luka, hingga ada
yang seperti Novel Baswedan, buta
satu matanya akibat disiram air
keras. Kendati demikian, mereka se-
muanya tidak mengeluh dan mun-
dur, meski berhadapan dengan
maut dalam menjalankan tugasnya.

Dibidang prestasi, ada pegawai
yang merupakan lulusan terbaik pel-

atihan kepemimpinan nasional II an-
gkatan XVII di LAN dan mengajar wa-
wasan kebangsaan di Lemhanas, Ses-
ko-AS, Kemhan, Sespim Polri, para
pejabat eselon 1 dan para kepala daer-
ah hingga menteri. Ada pula pegawai
yang menerima penghargaan Satya-
lencana Wira Karya dari Presiden Joko
Widodo pada 2015. Jadi, kurang na-
sionalis apa mereka?

Pertanyaannya, bagaimana jika
dibandingkan dengan para pimpi-
nan KPK? Ketua KPK Firli Bahuri
misalnya. Dia terbukti pernah beber-
apa kali melanggar etik? Seperti
diketahui, Firli pernah bertemu pi-
hak berperkara pada saat menjadi
Deputi Penindakan KPK dan ber-
gaya hidup mewah dengan naik He-
likopter saat pulang kampung?.

Baru-baru ini, Wakil Ketua KPK
Lili Pintauli Siregar terbukti ber-
hubungan dengan pihak perkara,
namun hanya dijatuhi hukuman
dengan pemotongan gaji yang ni-
lainya tak seberapa. Apakah nasion-
alisme hanya diukur dari sekedar
retorika dengan mengaku anak
bangsa namun nirprestasi?

Tidak salah jika apa yang dipu-

tuskan Firli Bahuri Cs dengan men-
depak Novel Baswedan dan pegawai
lainnya per 30 September adalah
buru-buru. Sebab, Ombudsman
maupun Komnas HAM menemu-
kan berbagai pelanggaran, seperti
maladministrasi, hingga adanya se-
belas pelanggaran HAM dalam pros-
es TWK.

Jika ditelaah, dalih pimpinan
KPK yang menyebut pemecatan ber-
dasarkan putusan uji materi di Mah-
kamah Konstitusi (MK) dan Mahka-
mah Agung (MA) tidak tepat. Sebab,
putusan MK hanya menyangkut uji
norma undang-undang KPK. Se-
mentara putusan MA, hanya men-
yangkut uji formal dan material dari
Perkom KPK. Putusan tersebut sama
sekali tak melegalisasi tindakan mal-
administrasi yang ditemukan Om-
budsman dan tidak menyentuh as-
pek pelanggaran HAM yang ditemu-
kan Komnas HAM dalam proses
penyelenggaran TWK. Tafsir sesat
itu membuat pimpinan KPK sem-
brono.

Menanggapi pemecatan itu, di
hadapan sejumlah pimpinan media,
Presiden Jokowi justru memberikan

Kuswandi
Wartawan JawaPos.com

kesan cuci tangan. Dia meminta agar
semua urusan tidak dibebankan ke-
pada dirinya, termasuk pemecatan
pegawai KPK. Padahal, dalam berb-
agai kesempatan dia kerap ikut cam-
pur pekerjaan remeh temeh. Seper-
ti bagi-bagi sembako yang menim-
bulkan kerumunan di tengah pan-
demi. Bagi-bagi sertifikat kepada
warga. Segala sesuatu yang tidak
harus dilakukan langsung oleh pres-
iden.

Pernyataan Jokowi tidak cocok
dengan ucapan sebelumnya yang
meminta agar alih status pegawai
KPK menjadi ASN tak merugikan
pegawai. Sebagai presiden, Jokowi
seharusnya tidak menjadikan putu-
san MK dan MA sebagai dasar. Se-
bab, dalam Pasal 38 Ayat 1 UU No 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman
RI, Jokowi sebagai pejabat pembina
kepegawaian tertinggi (atasan ter-
lapor), bersama-sama dengan ter-
lapor (KPK) wajib melaksanakan re-
komendasi Ombudsman.

Oleh karena itu, sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan,
Jokowi wajib memberi contoh yang
baik dengan mematuhi aturan Un-
dang-undang. Jika tidak mematuhi,
maka sejarah akan mencatat Jokowi
sebagai kepala negara yang telah
membuang anak bangsa pemberan-
tas korupsi. Jokowi juga akan dinilai
sebagai satu-satunya presiden da-
lam sejarah bangsa Indonesia yang
tidak mendukung upaya pemberan-
tasan korupsi.

Masih ada waktu dua pekan ke
depan bagi Jokowi untuk mengam-
bil keputusan yang bijak dengan
membela pegawai KPK yang berin-
tegritas untuk dilantik menjadi ASN.
Jokowi bisa membuktikan dukunga-
nnya terhadap pemberantasan ko-
rupsi dengan mengabaikan bisikan-
bisikan jahat dari orang-orang yang
ingin mendorongnya ke jurang ke-
hancuran. Penting bagi presiden
untuk mendengarkan rakyat. Sebab,
sejatinya kedaulatan ada di tangan
rakyat. (*)
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